BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur?

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
adalah sebuah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mempunyai
tugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian
Agama berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Secara historis, benang merah
nafas keagamaan dapat ditelusuri sejak abad V Masehi. Pendirian
kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada
kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di
Jawa Barat dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.

Secara filosofis, sosio politis, dan historis, agama bagi bangsa
Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Oleh
sebab itu, para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor
pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, baik melalui partai politik
maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut
melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai

kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke IlI. Kemerdekaan Indonesia

! Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2012, sejarah dan visi misi Kantor

wilayah kementerian agama provinsi jawa timur diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 dari
http://www.kemenag.go.id.
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diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa
kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan
ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara dan
UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai
sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia
yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap
kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Departemen Agama berdiri
pada 3 Januari 1946 sekitar lima bulan setelah proklamasi
kemerdekaan. Ketentuan juridis tentang Agama tertuang dalam UUD
1945 bab E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2:
a. Negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa,
b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan

kepercayaannya itu.

Dengan demikian, Agama telah menjadi bagian dari sistem
kenegaraan sebagai hasil konsensus Nasional dan konvensi dalam
praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945.

. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur

Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah
terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju,

sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk



agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan

pelayanan kehidupan beragama.
b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
f. . Memperkokoh kerukunan umat beragama; dan
g. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan

wawasan kebangsaan Indonesia.

3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Timur®

2 Hasil observasidan dokumentasi pada tanggal 30 November 2016



51

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Timur

Kepala Kantor Wilayah
(Drs. Syamsul Bahri, M.Pd.1)

Kepala Baglan Tata Usaha
(Dr. Mustain, M.Ag)

uuuuuuuuuu

Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Timur terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Pendidikan Madrasah;

c. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
d. Bidang Pendidikan Agama Islam;

e. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

f. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
g. Bidang Penerangan Agama lIslam, Zakat, dan Wakaf;
h. Pembimbing Masyarakat Kristen;

I. Pembimbing Masyarakat Katolik;
J.  Pembimbing Masyarakat Hindu;
k. Pembimbing Masyarakat Buddha;

I Kelompok Jabatan Fungsional
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4. Profile  Singkat Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan
Kepegawaian®
Sub Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian
merupakan salah satu Sub Bagian dari Tata Usaha yang bertugas dalam
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh
kesatuan organisasi dan atau satuan kerja di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sub Bagian
Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas dalam
melakukan pelayanan (public service) dan pembinaan di bidang
penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tata
laksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut
hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan

pelayanan kepegawaian.

Jumlah pegawai Subag ORTALA dan Kepegawaian ada 18
orang, yang terdiri dari beberapa staf dan dipimpin oleh seorang
Kasubag. Setiap pegawai mendapat pembagian tugas yang berbeda
sesuai dengan kemampuan dan masa Kkerja. Bagi pegawai baru, tugas
yang dikerjakan tidak terlalu banyak, karena masih proses
pembelajaran. Akan tetapi, pegawai senior memiliki tugas yang lebih

berbobot.

3 Gading Shohifah Indra Dewi. 2012. “Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Pasca Reformasi Birokrasi: Studi Analisis Komparatif tentang Public Service di Subbagian Ortala
dan Kepegawaian Antara Sebelum dan Sesudah Reformasi Birokrasi’, Skripsi, Program Studi
Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Sunan Ampel Surabaya.
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Subbagian  Ortala dan Kepegawaian Kantor  Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah Sub bagian yang
menangani masalah  kepegawaian se-Jawa Timur. Terdapat 38
Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berada di bawah naungan
Subbagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur. Tiap masing-masing Kementerian
Agama Kabupaten/Kota selalu berkoordinasi dengan pihak Subbagian
Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur pun selalu memberikan instruksi kepada Kementerian
Agama Kabupaten/Kota. Beberapa pelaksanaan program kerja
Subbagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian diantaranya

adalah:

a. Profil Tata Laksana Administrasi Kepegawaian.
b. Peningkatan pelayanan kepegawaian.
c. Pemberdayaan pegawai.
B. Penyajian Data
1. Pengembangan Karir ke Arah Atas (Vertical)
Bentuk pengembangan karir ke arah atas di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur disebut mutasi vertikal.
Mutasi vertikal mencakup promosi dan demosi. Perubahan posisi,

jabatan, atau pekerjaan ke arah atas dilakukan secara promosi,
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sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga berubah. Hal ini

sebagaimana yang diungkapkan oleh informan satu dan lima:

“...., Yang vertikal ini naik terus, naik terus jabatan struktural.
Jadi misalkan, dari staff naik ke kepala sie atau kasubbag, terus
nanti ke kabid terus kakanwil ya ini top struktur disini ya
kakanwil di jawa timur. Untuk verticalnya disitu naik terus.”
“Vertical itu ya promosi. Dari Kasi menjadi Kabid. Dari yang
tidak menjabat jadi menjabat. ...., jadi pegawai sebelum
menjabat itu pengalamannya ya muter dulu. Pertama ya awal
dari Kepala Sekolah ada, pegawai biasa ada, Kasi juga ada.
Kemudian Kepala Kantor di daerah-daerah itu, baik di
kabupaten maupun Kota. Kemudian jadi Kepala Bidang
Madrasah baru jadi Kakanwil.”®
Vertikal adalah perpindahan jabatan ke arah yang lebih tinggi.
Jabatan pekerjaan yang dimiliki pegawai saat ini akan terus naik
sampai puncak. Vertikal mencakup promosi. Pola promosi di Kantor
Wilayah Kementerian Agama adalah perpindahan jabatan dari Kepala
Seksi (Kasi) menjadi Kepala Bidang (Kabid), dari yang tidak menjabat
menjadi menjabat. Sebagai contoh, perpindahan jabatan dari pegawali
biasa naik menjadi Kepala Seksi atau Kepala Subbagian, kemudian
naik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, naik lagi
menjadi Kepala Bidang di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa
Timur dan puncaknya adalah Kepala Kantor Kantor Wilayah

Kemenag Provinsi Jawa Timur. Pola yang terjadi demikian adalah

mutasi secara vertikal.

* Hasil wawancara dengan informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017
% Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
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Promosi terjadi apabila seorang pegawai dalam suatu organisasi
naik ke jabatan yang lebih tinggi dan disertai dengan peningkatan
kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, pendapatan, dan fasilitas
lainnya.® Berikut ini adalah penjelasan yang diutarakan oleh informan

satu dan tiga:

“Pengembangan karir untuk promosi ya, salah satu. Termasuk
untuk penempatan sesuai dengan kemampuannya, Vaitu ada
rotasi dan promosi...... , pengembangan karir ini yang umum
kan naik ya, dari golongan yang terendah sampai yang tertinggi,
dari jabatan terendah sampai tertinggi.””

13

..., pengembangan karir ini, perubahan status dari posisi
sekarang dengan yang akan datang. ..., Dan Karir ini bisa naik,
bisa tidak, bisa tetap, tergantung dari persyaratan disini
memenuhi syarat atau enggak. Selagi memenuhi syarat, dia bisa
naik. Bisa naik pangkat, bisa naik jabatan. Kalau namanya
promosi berarti pindah ke jenjang lebih atas.”®
Informan satu menjelaskan, bahwa penempatan pegawai sesuai

dengan kemampuannya terbagi menjadi dua macam, yaitu promosi dan

rotasi. Pada umumnya, pengembangan Kkarir pegawai di Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah naik, yaitu

dari golongan terendah sampai yang tertinggi, dari jabatan terendah

sampai yang tertinggi. Informan tiga pun menjelaskan, bahwa ketika
seseorang diangkat menjadi PNS, pasti memiliki status pangkat,

golongan, dan jabatan. Karir pegawai bisa naik, tetap atau bahkan

turun. Hal ini tergantung persyaratan yang ditetapkan. Apabila PNS

® Hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Maret 2017

” Hasil wawancara dengan informan satu selaku Analis Kepegawaian Muda pada tanggal 20
Februari 2017

® Hasil wawancara dengan informan tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Februari 2017
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tersebut memenuhi syarat, maka bisa naik pangkat atau jabatan. Naik
pangkat atau jabatan ini yang disebut promosi. Karena promosi berarti
perpindahan ke jenjang yang lebih atas. Penjelasan lebih detail terkait

jalur promosi dijelaskan oleh informan empat:

“Untuk promosi lebih ketat, karena harus diisaring. Empat
komponen tadi itu harus disaring. Dan yang paling sulit itu
bukan di tes-tesnya itu, kualifikasi pendidikannya harus jelas
ngeh. Dia pendidikan sarjana S1, S2 atau S3..., Kemudian
kemampuannya, kompetensinya, managerialnya itu tadi juga
dipertimbangkan. Baru rekam jejak tadi. Jadi yang susah ini
rekam jejaknya. Rekam jejak ini melihat perilaku calon itu
pernah memiliki riwayat yang negative gak, riwayat terkait
dengan jabatannya, riwayat terkait perilakunya, terkait dengan
masyarakat sekitarnya. Sehingga dari pemilihan yang ketat tadi
akan tersaring. Mulai tujun besar katakanlah menjadi lima besar
menjadi tiga besar dan menjadi satu itu prosesnya ya itu. Lebih
ketat lah daripada mutasi.”®

Syarat promosi lebih ketat daripada syarat mutasi. Empat
komponen menjadi kunci dipromosikannya pegawal, VYaitu: kualifikasi
pendidikan, tes kompetensi, penilaian prestasi kerja, dan DUK.
Kualifikasi pendidikan seorang pegawai harus jelas. Kemudian
kemampuan teknis dan manajerial yang dimiliki pegawai dapat
diketahui melalui tes kompetensinya. Dan yang menjadi komponen
penting lainnya adalah rekam jejak pegawai. Rekam jejak ini dapat
melihat riwayat perilaku calon pejabat. Riwayat ini terkait perilaku
negative dan positif calon pejabat tersebut. Riwayat terkait dengan
jabatannnya. Riwayat terkait dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga

dari pemilihan sebanyak tujuh orang akan tersering hingga menjadi

® Hasil waancara dengan Infroman empat selaku Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian pada
tanggal 20 Maret 2017
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satu orang yang akan menduduki suatu jabatan tertentu. Salah satu
syarat yang ditetapkan untuk promosi adalah kompetensi, seperti yang

dijelaskan oleh infroman empat:

“Kalau untuk promosi, jadi dari pegawai Eselon IV itu tidak
harus memenuhi syarat, tapi minimal masa kerjanya tetep akan
diperhatikan yang tadi itu. Tapi yang paling penting sekarang
kompetensi yang menjadi pokok. Kalau dulu memang usia sama
masa kerja ngeh. Kalau sekarang yang diberlakukan adalah
kompetensinya it

Syarat promosi adalah masa kerja, kompetensi, dan usia. Akan
tetapi, ketentuan utama yang menjadi syarat pokok adalah kompetensi
pegawai. Masa kerja adalah lamanya pengalaman kerja pegawai dalam
suatu organisasi. Pegawai yang memiliki pengalaman kerja paling
lama di organisasi adalah pegawai senior. Pegawai senior ini yang
akan dipromosikan terlebih dahulu untuk kenailkan pangkat dan
jabatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara

sebagai berikut:

“...., Nanti saya kan bisa naik, karena saya memenuhi syarat
untuk menaikkan golongan, nanti saya bisa empat tahun
mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Jadi bisa dipengaruhi
oleh masa kerja, pendidikan, dan kinerja. Jadi kalau masa kerja
sudah lama, kan naik terus ini. ....,”ll

“Setelah masa kerja berapa tahun. Biasanya satu grade itu bisa
diusulkan disini. Dari grade 5 ke 6, 6 ke-7. ..., Masa bakti
jabatan itu sekitar 3,5 tahun sampe lima tahun. Tapi ya
tergantung sikon juga.”?

19 Hasil wawancara dengan informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017

11 Hasil wawancara dengan Informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017

12 Hasil wawancara dengan Informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
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Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui, bahwa masa kerja
adalah salah satu syarat kenaikan pangkat. Selain itu, masa kerja juga
sebagai syarat mutasi pegawai. Kenaikan pangkat pegawai jabatan
fungsional tertentu (JFT) dan struktural adalah selama empat tahun
sekali. Apabila pegawai tersebut mengusulkan untuk kenaikan
pangkat, maka atasan menilai masa kerjanya. Setelah masa kerja
selama beberapa tahun, pegawai berhak mengusulkan untuk mutasi
atau pindah tugas. Akan tetapi, hal tersebut sesuai dengan situasi dan
kondisi lingkungan instansi. Informan lima menjelaskan lebih lanjut

terkait masa kerja pegawai:
“..., Seperti disini ada pembimas katolik, itu dari 2009 sampe
sekaramg ya belum mutasi-mutasi. Karena mau mutasi kepala
bidang kan semuanya Islam kan gak bisa. Bisanya ke Jakarta
sana atau pembimas di provinsi lain. Karena pembimas katolik
kan cuma satu di Jawa Timur, kecuali di Jawa Tengah. Dulu itu
mutasi dari timor timor, kemudian berdiri sendiri, akhirnya
mutasi ke sini.”'®
Informan lima menjelaskan, seperti halnya pembimas Katolik
di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. la sudah
menjabat sebagai Pembimas selama kurun waktu 17 tahun sampai
sekarang. Pembimas tersebut tidak bisa mutasi dikarenakan tidak ada

pembimas Kkatolik lain di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Timur.

Tahapan promosi adalah penilaian. Selain itu, ada rekrutmen

untuk pengisian jabatan yang kosong. Rekrutmen ini hanya

'* Hasil wawancara dengan Informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
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diperuntukkan bagi jabatan di bawah Kepala Kantor Wilayah, bukan
jabatan yang selevel. Karena pola perpindahannya adalah promosi
bukan mutasi. Contohnya, jabatan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur
kosong, maka Kementerian Agama pusat menginformasikannya
kepada selurun pejabat di Indonesia. Kepala Bidang, Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota berhak mendaftar. Penilaian
dilaksanakan melalui tes administrasi, tes kompetensi, tes tulis, dan tes
wawancara. Penjelasan lain terkait tahapan promosi ini sebagaimana
diungkapkan oleh informan lima:

“Itu ada tim penilaian sendiri untuk jabatan di Jakarta. Kalau

sekarang malah ada rekrutmen secara terbuka. Misalnya

Kakanwil Jawa Timur khusus yang promosi tapi. lya itu khusus

top manager tadi untuk yang promosi vertikal bukaan mutasi

horizontal tadi. Promosi itu ya dari Eselon di bawahnya.

Misalnya dari Kepala Bidang. Itu diinformasikan di

Indonesia...., Misalnya Kakanwil sini kosong. Lah itu harus

dilaporkan ke Jakarta. Nanti Jakarta sana yang membuat

pengumuman. Jadi Kepala-kepala Kantor itu biasanya ikut.

Kayak kemarin Kakanwil Jawa Tengah kosong. Pak Kabag sini,

pak Musta’in juga ikut. Tahap pertama lolos, lolos tapi tahap

akhir tidak lolos.”**

Pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat juga disebut
mutasi. Mutasi yang dimaksud adalah mutasi golongan yang semula
dari Illb menjadi Illlc dan mutasi pangkat, yaitu penata muda TK.I.
Infroman tiga mengutarakan, ada seorang pegawai menjadi guru di

MTsN Sidoarjo. Kemudian promosi menjadi Kepala MTs Sidoarjo

selama dua periode. Berikut hasil wawancara dengan informan tiga:

14 Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian padatanggal 20 Maret 2017
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“Orang naik pangkat namanya juga mutasi, mutasi apa, Mmutasi
golongannya. Dari golongan Illb ke Illc. Jadi mutasi golongan
dan pangkat. Pangkat penata muda Tk.I jadi penata. ...., oh
saya, jadi guru MTsN sidoarjo. Mutasi, promosi lagi jadi Kepala
MTs Sidoarjo selama dua periode.”®

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas
prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
bersangkutan terhadap Negara. Bagi pegawai negeri sipil yang telah
memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan, maka ia berhak mendapat
kesempatan naik pangkat.'® Berikut ini adalah penjelasan yang

diutarakan oleh informan satu, dua, empat, dan lima:

“...., Kenaikkan pangkat ini kan ada macem-macem. Ada yang
regular atau secara umum, ada yang khusus. Khusus ini pilihan
artinya tidak sama.”*’

“..., Kalau JFU itu biasanya empat tahun sekali naik pangkat.
Kalau JFT itu Pak Joko, Pak Andi itu dua tahun sekali naik. ....,
Nah itu selain JFT, naik pangkatnya setiap empat tahun sekali.
Tapi dua tahun sekali, dia berhak KGB, kenaikan gaji berkala.
Itu yang structural dan JFU. Jadi kalau JFT tiap dua tahun dia
bisa naik pangkat asal PAKnya mencukupi. ...., Kalau dia gak
bisa, ya sudah gak naik-naik.”®

“Kenatkan pangkat hanya mensyaratkan kinerja. Selama
kinerjanya baik minimal dua, itu diberi kenaikan pangkat. Kalau
JFT minimal dua tahun. Kalau JFU atau struktural itu 4 tahun
sekali. Jadi kalau kenaikan pangkat hanya PPK.”

“Kalau kenaikan pangkat ada fungsional. Kalau fungsional
pakai angka kredit. Dan ada yang structural, regular istilahnya.

15 Hasil wawancara dengan informan tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Februari 2017

16 Hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Maret 2017

" Hasil wawancara dengan informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017

18 Hasil wawancara dengan informan dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017

19 Hasil wawancara dengan informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
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Itu empat tahun sekali naik sepanjang belum pangkat puncak.
Pangkat puncak misalnya S1 puncaknya Illd. Kalau punya
ijazah S2 bisa ke IVa. Kalau S1 kan pangkat pertamanya Illa
kalau empat tahun bisa ke Illb, kemudian empat tahun lagi Ilic
sampai Illd sudah mentok karena ijazahnya S1 tadi. Kalau
fungsional ada angka kreditnya, bisa empat tahun, tiga tahun
atau dua tahun setengah.”?°
Kenaikan pangkat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kenaikan
pangkat regular untuk jabatan fungsional umum (JFU) atau structural
dan kenaikan pangkat pilihan untuk jabatan structural atau jabatan
fungsionak tertentu (JFT). Kenaikan pangkat merupakan penghargaan
kepada pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, apabila pegawai ingin
naik pangkat, maka ia harus memenuhi syarat kenaikan pangkat.
Kenaikan pangkat untuk JFU dan structural adalah empat tahun sekali,
sedangkan untuk JFT adalah dua tahun sekali. Meskipun JFU dan
structural kenaikan pangkatnya setiap empat tahun sekali, pegawai
tersebut berhak mendapat kenaikan gaji berkala (KGB). Sedangkan
JFT, kenaikan pangkatnya setiap dua tahun sekali dengan syarat angka
kreditnya tercukupi. Selain itu, informan empat menjelaskan bahwa
syarat dari kenaikan pangkat adalah kinerja. Kinerja yang dimaksud
adalah penilaian prestasi kerja (PPK). Selama Kinerja pegawai tersebut
baik, maka diberi kenaikan pangkat. Informan lima menambahkan
lebih lanjut bahwa pegawai JFU berhak naik pangkat sepanjang belum

mencapai pangkat puncak. Sebagai contoh, pegawai dengan ijazah S1

mempunyai pangkat pertama llla, kemudian empat tahun lagi berhak

20 Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian padatanggal 20 Maret 2017
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naik ke Illb sampai Illd. Pegawai tersebut tidak bisa naik ke IVa
karena puncak pangkatnya hanya sampai llld. Penjelasan lebih lanjut

sebagaimana disampaikan oleh informan lima:

“..., Kalau fungsional yang angka kredit tadi meskipun ijazah

terkahir S1 kenaikan pangkat tetep bisa jalan gak mentok di

I1ld. Kalau structural tadi yang regular. Jadi fungsional bisa

naik ke IV a, IV b meskipun ijazahnya S1. Karena angka kredit

tadi...., 2

Infroman lima menjelasakan, bahwa pangkat pegawai JFT tetap
bisa nailk sampai pangkat terakhir, apabila ia mampu mengumpulkan
angka kreditnya. Meskipun ijazah terakhirnya S1, pegawai JFT bisa

naik pangkat sampai golongan dan pangkat tertinggi karena penatapan

angka kredit tersebut.

Bentuk pengembangan karir ke arah atas (vertical) diberikan
kepada pegawai dengan beberapa syarat dan ketentuan. Salah satunya
adalah prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan komponen yang paling
penting dalam pengembangan karir untuk meningkatkan dan
mengembangkan Kkarir seorang pegawai. Untuk mengetahui seberapa
besar nilai prestasi kerja pegawai, maka perlu dilakukan penilaian
prestasi kerja (PPK). Berikut pemaparan beberapa informan terkait

penilian prestasi kerja:

“Termasuk di Kanwi, ada dua penilaian kinerjanya....,
penilaian ini adalah DP3 vyang sekarang ganti PPK. Untuk
perilaku Kkerjanya hampir sama. Kalau dulu ada kerjasama,

*! Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017



63

kejujlzjzran, loyalitas itu ada. Sekarang sudah pake PP 46 th 2011.

ceey

“...., berkelakuan baik DP3 tadi, terus juga hasil keputusan
rapat-rapat para pejabat. ...., Nah ini ada DP3, DP3 itu daftar
penilaian prestasi kerja. Ini setiap tahun setiap pegawai harus
membuat DP3. Lah kalau mau naik pangkat, itu harus punya
DP3 minimal dua tahun berturut-turut. Kalau ndak punya dia
ndak bisa naik pangkat.”?

“Yang PPK tadi ini di poin tiga. PPK ini juga sama dengan

kinerja. Ini juga diperhatikan. Nilai akhir dari kinerja. Satu

tahun kinerjanya baik apa cukup, baik, baik sekali. Sementara
ini PPK itu hanya untuk masih digunakan untuk kenaikan
pangkat.”?*

Penilaian prestasi kerja (PPK) adalah bentuk dan istilah baru
dari daftar penilaian prestasi kerja (DP3). Hal ini sudah tertuang dalam
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011. Unsur dalam penilaian
prestasi kerja ada dua macam, yaitu: perilaku kerja dan Kkinerja/hasil
pekerjaan/sasaran kerja pegawai. Unsur yang dinilai dalam perilaku
kerja meliputi integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kejujuran dan
loyalitas. Setiap pegawai harus membuat dan mengumpulkan penilaian
prestasi kerjanya setiap akhir tahun. Penilaian tersebut dinilai langsung
oleh atasan yang berwenang. Apabila hasil penilaian tersebut
menunjukkan nilai baik selama dua tahun berturut-turut, maka pegawai

layak untuk naik pangkat. Karena pada dasarnya, saat ini PPK hanya

digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat.

22 Hasil wawancara dengan informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017

23 Hasil wawancara dengan informan dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017

24 Hasil wawancara dengan informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
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Selain penilaian prestasi kerja, assessment juga merupakan
metode penilaian kompetensi pegawai. Assessment digunakan untuk
menyeleksi pegawai berpotensi unggul dalam rangka persiapan
promosi jabatan.?® Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa

informan sebagai berikut:

“...., Terus disini ada assessment, nah ini salah satu syarat untuk
kenaikan jabatan. Bisa mutasi jabatan, bisa rotasi jabatan. Hal
ini untuk mengetahui dan menggali kemampuan seseorang. Nah
ini sebagai bahan promosi dan rotasi. Jadi tidak harus ini wah
diassess berarti calon pejabat, enggak. Jadi diassess ini sebagali
bahan. Nah ini salah satu factor promosi dan rotasi adalah
penilaian.”?®

“Setiap pejabat di Instansi manapun harus lulus tes assessment
tadi. Semua pejabat, jabatan itu Kepala ya, ...., harus mengikuti
assessment. Kalau pengin jadi pejabat harus mengikuti
assessment. Sekarang setiap orang yang mau jadi pejabat harus
mengikuti dan lolos tes assessment.’

“.., Kompetensi itu kayak assessment. Sebelum dia diangkat
jadi Kepala KUA, maka ada namanya tes kompetensi, salah
satunya dia udah bener gak sesuai dengan bakat dan minatnya,
dia diassses.”®

“Jadi semua pejabat dan JFU nanti akan dikkutkan assessment,
Tes kompetensi. Nah dari tes kompetensi kan diketahui
kemampuan managerial maupun kemampuan teknisnya itu
berada di bagian apa, dimana...., 2

“Tes kompentensi untuk mengetahui kemampuan yang sesuai
dengan yang dibutunkan. Kompetensi itu untuk yang mau
menduduki jabatan buat pejabat. Kompetensinya di bidang apa,

25 Hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Maret 2017

26 Hasil wawancara dengan informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017

2" Hasil wawancara dengan informan dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017

28 Hasil wawancara dengan informan tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Februari 2017

29 Hasil wawancara dengan informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
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kalau pendidikan ya bisa di Madrasah atau di Ponpes. Selain itu
juga disesuaikan dengan bentuk pendidikan terkahjmya.”30

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui, bahwa setiap
pejabat di instansi manapun harus mengikuti dan lolos tes assessment.
Assessment merupakan salah satu syarat kenaikan jabatan dan sebagai
bahan untuk promosi dan rotasi jabatan. Bentuk dari assessment adalah
penilaian  tugas-tugas. Assessment adalah tes kompetensi. Tes
kompetensi ini meliputi, tes wawancara, tes tulis, dan tes psikologi.
Dari hasil tes tersebut, dapat diketahui kemampuan manajerial dan
teknis pegawai berada di bagian mana. Assessment wajib diikuti oleh
pegawai structural atau pejabat. Akan tetapi, assessment juga berlaku
bagi pegawai JFT dan JFU. Penjelasan lebih lanjut terkait prosedur

assessment disampaikan oleh informan empat:

“..., prosedurnya mengajukan. Kalau yang untuk ini yang
pejabatnya, itu misalnya Eselon 1V ngeh baik di Kanwil maupun
di kabupaten ini gak daftar, semuanya harus, jadi kita panggil
secara bergantian, dan semuanya mengikuti. Eselon 1V itu Kasi,
Kasubbag, penyelanggara. Kalau yang menjabat itu wajib.
Sehingga kita panggil secara bertahap, bergantian. Kalau untuk
yang JFU atau JFT, pegawai ngeh, pegawai itu karena gak
mungkin bisa manggil mereka semua. Jadi akhirnya kita
serahkan prosedurnya kepada atasan langsung, kepalanya.
Siapa-siapa yang diusulkan untuk mengikuti assessment. Jadi
berdasarkan prioritas. Misalnya di Kemenag ngeh, kita serahkan
kepada Kemenag untuk mengusulkan siapa prioritas yang ingin
diajukan untuk mengikuti assessment untuk tahun ini. Sehingga
dari dasar itu kita akan panggil secara bertahap. Kalau di Kanwil
ngeh ada usulan Nota Dinas dari Kepala Bidang. Kepala bidang
mengusulkan ke Kanwil untuk menentukan nama-nama pegawai

39 Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
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yang memenuhi syarat untuk  dipanggil  mengikuti
assessment. 3!

Pejabat secara bergantian dan bertahap dipanggil untuk
mengikuti assessment tersebut oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa
Timur. Sedangkan pegawai JFT dan JFU di lingkungan Kanwil
Kemenag Jawa timur, tidak semua dipanggil untuk mengikuti
assessment. Atasan di tiap Instansi Kemenag baik Kabupaten/Kota
berhak menilai prioritas pegawai mana yang diikutkan assessment.
Kalau di internal Kanwil snediri, tiap Kepala Bidang mengusulkan
nama-nama pegawai yang memenuhi syarat untuk dipanggil mengikuti
assessment. Assessment atau tes kompentensi tersebut digunakan untuk
mengetahui kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan

organisasi.

2. Pengembangan Karir ke Arah Samping (Lateral)

Pemerintah memberlakukan masa penyegaran bagi pegawali
pegawai Kementerian Agama. Bentuk dari masa penyegaran ini adalah

rotasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh infroman tiga berikut:

(13

..., Pegawai pun juga begitu, ada yang namanya masa
penyegaran. Kalau di sesuai regulasi kita, surat keputusan
Sekjen No. 175A th. 2007 itu untuk melakukan penyegaran
pegawai atau rotasi pegawai lima tahunan. Kalau orang sudah
menjabat disitu lima tahun, saya misalnya ya disini udah lima
tahun. Maka waktunya siap-siap untuk dirotasi. Kalau yang
namanya rotasi, jenjangnya sama. Jadi perbedaannya Kkalau

*! Hasil wawancara dengan informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
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rotasi itu hanya pindah tempat duduknya, kalau promosi itu
naik. ....,”32

Masa penyegaran bagi pegawai adalah rotasi. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekjen Nomor 175A
Tahun 2007. Ketika seorang pegawai sudah menduduki suatu jabatan
selama lima tahun, maka akan dirotasi. Rotasi adalah perpindahan
dengan jenjang jabatan yang sama, hanya pindah tempat duduk.
Infroman tiga pun menjelaskan lebih detail terkait pola rotasi pegawai
tersebut:

“...., Misalkan di pegawai menangani urusan KUA dua tahun.

Kemudian diangkat di penghulu selama delapan tahun.

Kemudian diangkatlah jadi Kepala KUA. Nah Kepala KUA itu

gak sak lawase sampe pensiun. Kudu onok penyegaran.

Penyegaran itu bisa jadi dia, karena pendidikannya S1, dia gak

bisa naik ke jenjang berikutnya Eselon 1ll. Maka cuma

dilakukan penyegaran aja, rotasi aja. Pertama ada di kecamatan
a, rotasi Kepala KUA di kecamatan b, terus ke kecamatan ¢.”*3

Informan tiga menjelaskan, bahwa di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ada seorang pegawai yang
menangani urusan KUA selama dua tahun. Kemudian diangkat
menjadi penghulu selama delapan tahun, setelah itu diangkat menjadi
Kepala KUA. Pada posisi itu masa penyegaran diperlukan. Karena ia
hanya berpendidikan S1, maka ia tidak bisa naik ke jenjang berikutnya.
Oleh karena itu, ia hanya dirotasi menjadi Kepala KUA Kecamatan b

ke Kecamatan c, dan seterusnya sampai dia pensiun.

%2 Hasil wawancara dengan informan tiga selaku Analis Jabatan padatanggal 20 Februari 2017
** Hasil wawancara denganinforman tiga selaku Analis Jabatan padatanggal 20 Februari 2017
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Konsep mutasi dirumuskan sebagai suatu perubahan posisi,
jabatan, pekerjaan, dan tempat yang dilakukan baik secara horizontal
maupun vertikal. Mutasi horizontal diartikan sebagai setiap perubahan
posisi, jabatan, dan pekerjaan yang lain, tetapi masih dalam tingkat
atau level manajemen yang sama. Mutasi horizontal ini mencakup
rotasi. Hal ini sebagimana diungkapkan oleh Informan lima:

“Mutasinya bisa antar jabatan, misalnya antar Kasi. Mutasi juga

ada yang pindah tugas. Misalnya dari kepegawaian pindah ke

subbagian umum.’

Mutasi yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur adalah mutasi antar jabatan dan mutasi pindah
tugas. Contoh mutasi antar jabatan adalah perpindahan jabatan antar
Kepala Seksi (Kasi) di bidang yang sama. Contoh dari mutasi pindah
tugas adalah perpindahan pegawai dari subbagian Ortala dan
Kepegawaian ke subbagian Umum. Informan lima pun menjelaskan
lebih lanjut mengenai rotasi jabatan:

“Awalnya pegawai biasa di Urais, terus di kepegawaian,

diangkat menjadi Kasi di Urais Kemudian mutasi antar jabatan

antar kasi di Urais, setelah itu mutasi jadi Kasubag di

kepegawaian. Tapi Eselonnya sama Kasi dengan Kasubag itu.

Pertama memang promosi Vertical, kemudian mutasi. Karena

kan jabatannya setara hanya nama jabatannya saja yang beda.

Soalg)S/a Kasi kan di bidang, sedangkan Kasubag di bagian

TU.

Informan lima menjelaskan mengenai pola mutasi Kepala

Subbagian Ortala dan Kepegawaian saat ini. Sebelum menjabat

% Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
%5 Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
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sebagai Kasubbag Ortala dan Kepegawaian, awal mulanya sebagai
pegawai di bidang Urais, kemudian rotasi jabatan ke subbagian Ortala
dan Kepegawaian. Setelah itu, ia diangkat menjadi Kasi di bidang
Urais. Rotasi jabatan lagi antar Kasi di bidang Urais. Kemudian rotasi
jabatan menjadi Kasubbag Ortala dan Kepegawaian sampai saat ini.
Penjelasan lain terkait perlunya rotasi jabatan disampaikan oleh
informan tiga:
“Hal ini supaya tidak terjadi kejenuhan, penyegaran. Itu yang
dikatakan dengan masa jabatan. Masa jabatan ini diatur di setiap
regulasi. Contoh Kepala Madrasah, aturannya di PMA 29 th.
2011, satu periode masa jabatnnya empat tahun. Jadi gak sak
lawase dadi Kepala Madrasah terus, di MIN, MAN terus ampe
pensiun. Pemerintah melakukan itu yang namanya masa jabatan.

Masa jabatan itu dua periode, satu periode empat tahun. Untuk
menghindari yang namanya korupsi, kolusi.”*®

Seperti yang disampaikan oleh informan tiga sebelumnya,
bahwa masa penyegaran diperlukan agar pegawai tidak merasa jenuh.
Karena pada dasarnya, setiap pekerjaan memiliki masa jabatan. Masa
jabatan bagi pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur sudah diatur di Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor
29 Tahun 2011. Contoh kongritnya adalah Kepala Madrasah. Satu
periode memiliki masa jabatan empat tahun. Jadi, pegawai yang
bersangkutan tidak terus menjabat sebagai Kepala Madrasah sampai
pensiun. Pemerintah memberlakukan masa jabatan tersebut untuk

menghindari korupsi dan kolusi.

% Hasil wawancara dengan informan tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Fabruari 2017
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3. Pengembangan Karir ke arah Bawah (Realignment)

Pertumbuhan Kkarir tidak harus diartikan sebagai peningkatan
jabatan secara vertikal mengikuti tangga karir, namun dapat pula
berupa perubahan jabatan secara horizontal dan diagonal di dalam
struktur organisasi. Selain itu, perubahan jabatan ke bawah juga
merupakan salah satu bentuk pengembangan karir pegawai. Di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, perubahan tersebut
disebut sebagai penurunan jabatan atau demosi. ' Berikut pemaparan

dari informan lima terkait penurunan jabatan:

“Ada juga yang turun jabatan ada, kan gak ada mformasinya,
misalnya saya mau pindah ke jombang karena rumah saya di
jombang. Disana satu grade itu gak ada, adanya grade di
bawahnya itu boleh. Akhirnya kan pindah saja, karena biaya kos
mahal dan sebagainya. Banyak ya seperti itu. Dari menjabat
menjadi tidak menjabat juga ada. Contohnya ini mbak Wulan,
dia di Jakarta kan menjabat. Lah karena rumahnya di Surabaya,
cari jabatan yang sama gak ada. Akhirnya jabatannya dilepas
jadi pegawai biasa. Nah itu diperbolehkan dalam undang-
undang.’>®

Dalam  perundang-undangan  Keputusan Menteri  Agama,
penurunan jabatan dengan alasan dan faktor tertentu diperbolehkan.
Pegawai tidak melulu mengalami kenaikan jabatan, tetapi penurunan
jabatanpun bisa terjadi. Sebagai contoh, ada seorang pegawai berada di
Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur yang bertempat tinggal di

daerah Jombang. Pegawai tersebut mengusulkan perpindahan dengan

3" Hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Maret 2017
%8 Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret
2017
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beberapa factor dan alasan yang kuat. Akan tetapi, di Instansi barunya
tidak terdapat jabatan yang levelnya satu grade, level yang ada grade di
bawahnya. Oleh sebab itu, pegawai tersebut mengalami penurunan
jabatan. Selain itu, ada seorang pegawai baru di Kantor Wilayah
Kemenag Provinsi Jawa Timur yang merupakan pindahan dari Instansi
lain. Pegawai tersebut mencari jabatan yang sama seperti jabatan di
Instansi sebelumnya. Akan tetapi, jabatan yang dicari tidak ada,
akhirnya jabatan yang dimiliki sebelumnya dilepas dan sekarang hanya
menjadi pegawai biasa di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa

Timur. Penjelasan lain terkait pengembangan Karir ke arah bawah:
“Pasti setiap individu ada pengembangan Karirnya, pasti ke arah
yang lebih baik. Jadi seperti tadi indisipliner, kena kasus apa,
bisa dia tetap atau diturunkan jabatannya. Penurunan ini sesuai
dengan tingkat hukumannya.

Informan tiga menjelaskan, bahwa pengembangan karir pasti ke
arah yang lebih baik. Akan tetapi, pengembangan tersebut tergantung
masing-masing individu pegawai. Ada kalanya pegawai melakukan
suatu kesalahan. Apabila pegawai yang bersangkutan melakukan
indisipliner, jabatan yang dimiliki bisa diturunkan. Penurunan jabatan
ini sesuai denga tingkat hukuman yang diberikan oleh Instansi.
Infroman tiga menjelaskan lebih lanjut terkait penurunan jabatan:

“Asal kita ndak melakukan kesalahan, ndak dapat sanksi. Kalau

sampe melakukan kesalahan dan dapat sanksi, sanksinya kan
macem-macem. Ada penundaan kenaikan gaji, ada penundaan

* Hasil wawancara dengan informan lima tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Februari
2017
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kenaikan pangkat. Jadi kalau kita melakukan kesalahan,
kenaikan pangkatnya itu ditunda. Ada pemberhentian Pegawali
Negeri. Kalau sampe berat kasus-kasusnya, Kita diberhentikan
dari Pegawai Negeri. Jadi ndak gampang juga jadi pegawai
Negeri, ada aturannya seperti ini, ini. Kalau kita manut aturan
kan kita gak sampe melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan
kesalahan ya ada sanksinya tadi. Mulai dari ringan, sedang
sampe berat.”*°
Apabila seorang pegawai melakukan suatu kesalahan, ia akan
dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan bermacam-macam, misalnya
penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan
jabatan, dan pemberhentian pegawai. Hukaman atau sanksi yang
diberikan tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai yang

bersangkutan. Apabila tingkat kesalahannya besar, pegawai yang

bersangkutan bisa diberhentikan dari pegawai negeri sipil.
4. Pengembangan Karir secara Relokasi (Relocation)

Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat
mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi.
Setiap prgawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi daerah
dan antar-instansi daerah. Mutasi pegawai yang ditetapkan oleh Kantor
Wilayah ~ Kementerian ~ Agama  Provinsi Jawa  Timur  hanya
antarkabupaten/kota dalam satu provinsi. Hal ini sebagaimana

diungkapkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

0 Hasil wawancara dengan infroman dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017
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“Untuk pengisian jabatan itu ada dua, ada mutasi ada promosi
Itu pengisian jabatan. Nah mutasi itu juga bisa antar satker,
antar internal satker maupun antar satker kabupaten. Kalau
provinsi bukan wilayah kita ya itu wewenang pusat. Kita hanya
adanya satker dalam satu provinsi, antar kabupaten.”**

Mutasi bisa antar satuan kerja, antar internal satuan kerja maupun
satuan kerja kabupaten. Mutasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur hanya mencakup satuan kerja antar kabupaten dalam
satu provinsi, karena apabila antar Provinsi itu wewenang Kementerian

Agama pusat.

Gambar 4.2 Surat Keputusan (SK) Mutasi Pegawai

Bentuk pengembangan karir secara relokasi (relocation) di
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah
horizontal. Mutasi secara horizontal mencakup mutasi tempat. Mutasi
tempat adalah perubahan tempat Kkerja, tetapi tanpa perubahan jabatan,
posisi, dan golongannya. Berikut pemaparan dua informan terkait

mutasi tempat tersebut:

*1 Hasil wawancara dengan informan empat selaku Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian
pada tanggal 20 Maret 2017
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“Kalo horizontal itu terjadi perpindahan pegawai dari tempat a
ke tempat yang lain. Jadi kalo misalkan horizontal ini, karena
memang dari sdm ini atau pegawai ini kemampuannya memang
segitu.”*2

“Nah Kankanwil sekarang kan dari Kepala Biro di IAIN
Jember. Ini polanya juga mutasi horizontal. Kepala biro itu
pimpinan tinggi pratama. Jadi Kepala Biro [AIN kemudian
dimutasi ke Kakanwil sini. Sama levelnya sama. Sebelum
Kepala Biro ya Kabag TU tapi di Bali, provinsi Bali, Kemenag
Kanwil sana. Terus Pak Mahfud Shodar Kakanwil dulu
sekarang mutasi di UIN Malang. Sama jadi Kepala Biro juga.
Karena satu level. Polanya mutasi horizontal.”**

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui, bahwa horizontal
adalah perpindahan pegawai dari tempat satu ke tempat yang lain.
Contoh kongkrit yang terjadi di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur adalah Kepala Biro IAIN Jember saat ini sedang
menjabat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi Jawa
Timur. Sedangkan, Kakanwil tahun kemarin dimutasi menjadi Kepala
Biro UIN Malang. Pola perpindahannya adalah mutasi horizontal.
Nama jabatan pekerjaan pegawai yang bersangkutan berbeda, tetapi
level/ ranking jabatannya sama. Penjelasan lain terkait pola mutasi

tempat pegawai disampaikan oleh informan empat:

“..., jadi setelah dibahas oleh pansel tadi terkait dengan data
administrasinya, rekam jejaknya, kompetensi dan seterusnya
tadi, baru melihat yang kosong tadi. Biasanya itu kalau antar
kabupaten, kita juga memperhatikan kebutuhan di sana juga dan
sepengetahuan juga atas kompetensi dari pimpinan di sana. ltu
kalau antar satker kabupaten ngeh. Jadi kalau misalkan kita dari
kabupaten a ke kabupaten b, walaupun keputusan penuh ada di
pansel organisasi, tapi pansel juga memperhatikan geografis

*2 Hasil wawancara dengan informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017
3 Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
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disana. Geografis disana itu bisa memperhatikan tempat tinggal
para pejabatnya. Bisa juga memperhatikan kondisi social
masyarakatnya atau atasannya disana bagaimana. Misalnya di
geografis ini yang dibutunhkan orang ini yang punya Kriteria ini,
maka bisa dari pejabat kabupaten ini dipertimbangkan untuk
mutasi di sini. Karena adanya kebutuhan tadi, masyarakatnya
disitu bagaimana, atasannya menghendaki pejabat yang seperti
apa atau bisa jadi memang pejabat ini juga domisilinya yang
dekat dengan yang dituju, itu juga bisa. Jadi berbagai macam
pertimbangan juga selain pertimbangan administrasi.”**
Pengisian jabatan yang lowong di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan membentuk panitia
seleksi. Pegawai yang mecalonkan untuk menduduki jabatan yang
kosong di suatu instansi harus melengkapi berbagai persyaratan yang
ditetapkan. Sebelum panitia seleksi memutuskan nama-nama calon
pegawai yang berhak menduduki jabatan yang kosong tersebut, pansel
mendiskusikan data-data pegawai yang bersangkutan. Mulai data
administrasi, rekam jejak, kompetensi, dan lain sebagainya. Pansel
juga perlu memperhatikan kebutuhan di Instansi tersebut. Panitia
seleksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
bertanggung jawab langsung dengan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota. Jadi, perpindahan pegawai yang bersangkutan hanya
dari Kabupaten a ke Kabupaten b, dan seterusnya. Keputusan
perpindahan tersebut atas kehendak panitia seleksi. Akan tetapi, pansel
juga memperhatikan kebutuhan geografis di Instansi yang dituju.

Kebutuhan geografis di Instansi tersebut dapat diketahui dari tempat

tinggal para pejabat dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu,

* Hasil wawancara dengan informan lima empat selaku Kepala Subbagian Ortala dan
Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
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perpindahan pegawai yang bersangkutan bisa juga karena factor tempat
tinggalnya dekat dengan Instansi yang dituju. Jadi berbagai macam
pertimbangan yang dilakukan oleh pansel selain melalui data

administrasi sebelumnya.

5. Pengembangan Karir melalui Pemberian Tugas (Enrichment)

Jalur ini merupakan bentuk umum dari pengembangan Karir.
Pemberian tugas yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur melalui beberapa kegiatan sebagai
berikut:

a. Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Setiap instansi pemerintanan memberikan pendidikan dan
pelatinan kepada para pegawai. Pendidikan dan latihan adalah
kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan
dan latihan, pegawai dapat mengembangkan kemampuannya baik
dari segi kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan yang lebih
berkualitas dan meningkat.*®> Observasi peneliti diperkuat dengan

adanya penjelasan dari beberapa informan sebagai berikut:

“Dalam rangka, salah satunya adalah mengembangkan
kemampuan sdm atau pegawainya masing-masing itu ada
diklat namanya. Pendidikan dan latihan. Sama di kanwil ini
ada lembaga diklat sendiri yaitu di ketintang.”*°

5 Hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Februari 2017
8 Hasil wawancara dengan Informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017
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“Diklat itu biasanya dari pusat atau di balai diklat. Di
kementerian agama, tapi ada balai diklat namanya.’*’

“Sebenarnya, pegembangan karir bisa melalui diklat. Cuma
diklat J)un bukan wewenang kita. Wewenangnya Balai
Diklat.”*®

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa pendidikan
dan latihan (diklat) adalah salah satu upaya untuk mengembangkan
kemampuan pegawai masing-masing. Instansi yang menyelenggarakan
diklat bagi pegawai Kementerian Agama adalah Balai Diklat
Keagamaan di daerah Kketintang, Surabaya. Penjelasan lebih lanjut

sebagaimana disampaikan oleh informan satu:

“..., Diklat ini tempat mengasah kemampuan sdm, terutama
PNS di lingkungan Kementerian Agama Jawa Timur. Bisa
juga di luar itu, kadang kerjasama juga. Jadi meningkatkan
kemampuannya, dia tidak harus sekolah. Pendidikan bisa
misal dia SMA atau D2, tapi mempunyai skill dan
kemampuan di bidang ini, bisa ditingkatkan melalui diklat.
Diklat ini minimal lima hari. Jadi dididik dan latihan dalam
hal tertentu. Termasuk saya untuk peningkatan Karir, biar
meningkat biar paham, biar angka kreditnya juga bagus. Saya
diklat, teknis pengumpulan angka kredit. Jadi dikembangkan,
diasah kemampuan teknisnya. ..., Persyaratan jabatan juga
harus gitu, lulus diklat a,b,c,d, dia aktif ikut terus.”*®

Diklat diberikan kepada pegawai untuk mengasah kemampuan
dan keterampilannya. Batas minimal waktu pendidikan dan latihan
adalah lima hari. Peningkatan kemampuan ini tidak harus melalui

bangku sekolah. Sehingga, apabila terdapat pegawai dengan

" Hasil wawancara dengan Informan dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017
8 Hasil wawancara dengan Informan empat selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret
2017
9 Hasil wawancara dengan Informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017
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pendidikan terakhirya SMA atau D2 dan mempunyai kemampuan di
bidang tertentu, maka kemampuan pegawai yang bersangkutan bisa
ditingkatkan melalui  diklat. Selain mengasah kemampuan teknis
pegawai, diklat juga dijadikan syarat sebagai pengangkatan jabatan
pegawai. Penjelasan lebih lanjut terkait prosedur pelaksanaan diklat

disampaikan oleh infroman empat:

“Jadi kita hanya mengusulkan untuk didiklat atas nama siapa,
sesuai dengan hasil seleksi kantor masing-masing. Kalau
Kanwil ya Kanwil kalau Kemenag ya Kemenag. Itu bisa
diusulkan  untuk  mengikuti diklat tertentu. Jadi hanya
pengusulan. Pelaksanaannya yang mendiklat oleh Instansi lain.
Kita mengusulkan mereka berdasarkan kebutuhan dan
berdasarkan peningkatan Kkarir mereka ngeh sudah harus Kkita
usulkan untuk  mengikuti diklat. Sehingga nanti akan
dijadwalkan, dipanggil secara bertahap juga oleh Balai Diklat.”

Prosesdur pelaksanaan diklat adalah Kantor Kementerian
Agama di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur mengusulkan nama-nama
peserta yang dipandang mampu untuk dilkkutkan dalam diklat tersebut
ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Pegawai tersebut
diusulkan ke Balai Diklat Keagamaan berdasarkan kebutuhan dan
peningkatan karir mereka. Kemudian, secara bertahap pegawai yang
diusulkan  tersebut dipanggil oleh Balai Diklat. Diklat yang
dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Timur terdiri dari dua macam, sebagai berikut:
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1) Diklat PIM

Diklat sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan
jabatan. Diklat PIM adalah diklat yang diberikan kepada pejabat
yang menduduki jabatan baru. Agar diangkat menjadi Kepala
Madrasah atau Kepala KUA, maka pegawai harus mengikuti dan
lolos diklat PIM. Kurun waktu diklat PIM adalah selama 30 hari.
Diklat PIM ini wajib bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan.
Bagi pimpinan Eselon 1V harus sudah mengikuti diklat PIM 1V dan
untuk menduduki Eselon Il juga harus mengikuti diklat PIM Il
Selain itu, bagi pegawai yang berpotensial dan memenuhi syarat
bisa diusulkan untuk mengikuti diklat PIM tadi. Akan tetapi karena
keterabatasan anggaran, ada pejabat yang menduduki jabatan dulu
baru kemudian diklat. Ada pula pejabat yang sudah mengikuti
diklat kemudian baru menduduki jabatan. Hal ini sebagaimana

diungkapkan oleh satu, tiga, empat, dan lima:

(13

..., Dan i sebagai syarat nanti kan, bukan kesini nanti
bisa nailk pangkat dan jabatan, enggak. Ini hanya sebagai
salah satu syarat...,”°

“Nah kemudian dan pelatihan jabatan. Dia sudah mengikuti
pelatinan jabatan, dulu waktu masih jadi penghulu ikut diklat
kepenghuluan dan dia lolos. Kemudian dilantik sebagai
Kepala KUA, maka ada diklat Kepala KUA misalnya, Diklat
PIM namanya. Diklat PIM khusus Kepala KUA, dia ikut
selama 30 hari.”®*

%9 Hasil wawancara dengan Informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017
51 Hasil wawancara dengan Informan tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Februari 2017
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“...., Ada diklat yang wajib, ada diklat yang sunnah, hehe.
Kalau yang wajib kan ini bagi yang sudah menduduki
jabatan. Dia harus mengikuti diklat sesuai dengan jabatannya
itu. Nah itu aja belum bisa terpenuhi. Contohnya untuk
menduduki Eselon 1V Kepala Seksi, itu kan harus sudah
Diklat PIM IV. Diklat pimpinan Eselon 1V."??

“‘Diklatnya namanya diklat PIM. Diklat untuk menduduki
jabatan itu ada. Biasanya itu menduduk dulu baru diklat. Ada
yang diklat dulu, sudah punya diklat baru diangkat. Tapi
biasanya karena terkait dengan anggaran menjabat dulu baru
diklat.”®*

2) Diklat Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan individu seorang pegawai.
Kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi
yang harus dimiliki oleh setiap SDM organisasi untuk dapat
melaksanakan  tugas-tugas  pekerjaan  sesuai dengan  yang
dibebankan oleh organisasi. Adanya diklat kompetensi diharapkan
pegawai mampu menggali potensi yang dimiliki.  Berikut

penjelasan terkait diklat kompetensi:

‘Diklat kompetensi ya tetep kita ajukan kompetensinya.
Diklat kompetensi untuk JFU, pegawai biasa. Disini
aturannya, sepuluh tahun misalnya seorang pegawai harus
pernah  mengikuti diklat. Minimalnya itu sudah harus
mengikuti diklat. Diklat kompetensi namanya apalagi JFT
itu harus. Untuk mutasi jenjang aja sebenernya harus ada
diklat. ~Tapi masih terbatasnya biaya. Kita tetap
mengusulkan.”®*

52 Hasil wawancara dengan Informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
53 Hasil wawancara dengan Informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
** Hasil wawancara dengan Informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
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Infroman empat menjelaskan, bahwa setiap pegawai harus
pernah mengikuti diklat, Kkhususnya diklat kompetensi. Diklat
kompetensi diperuntukkan pegawai Jabatan Fungsional Umum dan
Tertentu (JFUAFT). Selama kurang lebih 10 tahun kerja, seorang
pegawai harus pernah mengikuti diklat. Namun, belum semua
pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama pernah megikuti
diklat kompetensi. Hal ini dikarenakan masih adanya keterbatasan

biaya.

b. lzin/Tugas Belajar

Setiap pegawai berhak mengembangkan Kkarirnya dengan
menambah wawasan melalui bangku perkuliahan. Agar pegawai
bisa kuliah lagi, maka ia harus mengusulkan izintugas belajar.
Izinftugas belajar juga sebagai salah satu syarat agar bisa naik
pangkat. Tugas belajar ini merupakan program peningkatan karir
atau peningkatan kualitas pegawai. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh informan satu, dua, dan empat:

“...., Nah salah satu syarat adalah izin belajar itu. jadi

disesuaikan ijazahnya, berpengaruh pada kenaikan pangkat.

Jadi akan langsung loncat ke Illa. ...., Kalau ada pegawai

yang kurang pintar, kurang mahir, akhirnya kan

disekolahkan, didiklatkan, pokoknya dikasin ilmu. Untuk
mengembangkan kompetensi atau kualitas dari sdm ini.”°

®> Hasil wawancara dengan Informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017
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(13

..., Pegawai itu boleh mengembangkan karirnya dengan
menambah wawasan mengikuti kuliah lagi biar tingkatannya
naik. ...,”56
“Jadi yang bisa kita lakukan untuk peningkatan karir, satu
kompetensi, yang kedua mengikuti diklat, yang ketiga
sebenarmya kesempatan tugas belajar.”®’

Bagi pegawai dengan tingkat pendidikan terakhimya SMA,
ia hanya memiliki pangkat sampai Illb saja. Agar pegawai tersebut
bisa naik pangkat, maka harus kuliah lagi S1. Kenaikan pangkatnya
setelah S1 hanya sampai Illb. Meskipun tidak bisa naik pangkat
lagi, pegawai yang bersangkutan masih diberi kenaikan gaji
berkala. 1zin belajar menggunakan biaya sendiri untuk kuliah,
sedangkan tugas belajar menggunakan biaya pemerintah atau
beasiswa kuliah. Dari Instansi biasanya membuka rekrutmen
pegawai untuk mengusulkan tugas belajar. Kemudian ada proses
seleksi juga. Namun, pimpinan Instansi sudah punya stock nama-
nama pegawai yang dipandang memenuhi Syarat untuk diajukan
mengikuti tugas belajar. Dengan demikian, pegawai yang berhak

mengikuti tugas belajar diusulkan langsung oleh pimpinan Instansi.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan dua dan empat:

“.., Jadi S1 itu sampe Illd. Kalau SMA ada tingkatannya
mentok sampe IlIb. Gak bisa naik ke Illc, tapi kalau dia
kuliah lagi bisa naik sampe Illd, sudah berhenti S1 toh.
Kalau dia kuliah lagi S2 bisa sampe IVa. Jadi dia hanya
berhak KGBnya naik yang dua tahun sekali itu, tapi kenaikan

% Hasil wawancara dengan Informan dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017

>" Hasil wawancara dengan Informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
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pangkatnya gabisa naik mentok sampe IIId. ...., tapi kalau
dia SMA mau kuliah S1 ada ijin belajar. Kalau dia tugas
belajar itu ada ijinnya juga, ijin untuk mengikuti tugas
belajar. Bedanya ijin belajar dengan tugas belajar itu, kalau
izin belajar itu kuliahnya dengan biaya sendiri. Kalau tugas
belajar, dia dibiayai pemerintah.”®®

“..., Cuma tugas belajar itu kita masih tergantung anggaran
pusat. Karena biasanya yang memberikan anggaran itu pusat.
Untuk tugas belajar S3, S2 kecuali ijin belajar. Kalau ijin
belajar itu kehendaknya masing-masing pegawai. Kita hanya
menganjurkan saja ngeh, ijin belajar kan biaya sendiri. Kalau
tugas belajar dana pemerintah dan itu adanya si pusat kita
hanya mengusulkan saja. Kalau ada pengumuman perekrutan
tugas belajar ya baru kita sampaikan. ...., kalau memang ada
informasi itu. ngeh kita informasikan, kita sampaikan usulan
itu untuk mengikuti seleksi biasanya. Jadi pegawai itu
diajukan oleh Instansinya. Karena itulah kesempatan
peningkatan karir kan disitu. Jadi sebenernya pimpinan sudah
punya stock-stock katakanlah yang sudah dipandang
memenuhi syarat ketika ada program peningkatan karir atau
peningkatan kualitas itu segera masuk untuk disampaikan
dan diusulkan.”>®

Gambar 4. 3 Lembar Verifikasi 1zin Belajar Pegawali

*% Hasil wawancara dengan Informan duaselaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017

> Hasil wawancara dengan Informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
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c. Pembinaan Pegawai

Selain diklat dan izin/tugas belajar, ada juga pembinaan
yang diberikan kepada pegawai. Pembinaan bukan sebagai salah
satu syarat kenaikan pangkat ataupun jabatan. Pembinaan hanya
sebagai salah satu cara organisasi memberikan pengetahuan dan
wawasan lebih kepada pegawai. Ketika ada aturan baru, program
baru, system baru atau teknologi baru, Kementerian Agama pusat
mengundang Kementerian Agama Provinsi, setelah itu dari
Provinsi diturunkan lagi ke daerah masing-masing baik kabupaten
maupun kota. Hal ini dilakukan agar hal-hal baru tersebut dapat
diketahui oleh pegawai lain. Selain itu, pembinaan juga merupakan
salah satu upaya pegawai dimutasi, khususnya rotasi. Sebagai
contoh, apabila ada pegawai yang dinilai kinerjanya jelek, maka ia
akan dirotasi, dipindah tugaskan sementara. Selain itu, ketika
dinilai ternyata kemampuannya bukan di situ, maka ia dirotasi ke
dalam kantor. Di dalam kantor, pekerjaan dan Kinerjanya diawasi.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dua, tiga, dan
empat:

“Kalau pembinaan di Kanwil juga diadakan. ...., Cuma ya
sekedar teori tapi kadang juga praktek. Ada masalah-
masalah, ada yang baru dari pusat, ee... ada masalah-masalah
yang baru dari pusat, itu kita turunkan lagi ke bawah ke

daerah-daerah. Daerah-daerah itu diundang, ini ada yang
baru, program yang baru atau apa-apa gitu.®°

%0 Hasil wawancara dengan Informan dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017



85

“..., Sedangkan pegawai negeri Yyang jelek, cara
pembinaannya gimana. Mungkin dia dirotasi dulu, rotasi ke
tempat bagaimana bisa membikin karakter dia. Pembinaan
itu caranya macem-macem. Ya itu pekerjaan sebelumnya
dialihkan, dipindah. Ternyata orang itu kerjaannya suka
ngetik, di sana dia bukan ngetik tapi tukang nikahkan orang
misalnya, kayak penghulu. Dia ditarik ke dalem Kkantor.
Diawasi pekerjaan dan kinerja.”®*

“Selain itu, ada pembinaan pegawai. Pembinaan pegawai
itu lingar sita. Pembinaan Karir ya, itu ngisi data, biasanya
dua sampai tiga bulan sekali ada pembinaan lingkar sita
untuk pegawai di Kanwil.”®2

Gambar 4.4 Pembinaan Promosi Jabatan, Penempatan dan
Pola Karir Pejabat

C. Analisis Data
1. Pengembangan Karir Ke Arah Atas (Vertical)
Bentuk pengembangan Kkarir ke arah atas di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur disebut mutasi vertikal.
Vertikal adalah pengembangan ke arah atas pada posisi yang
mempunyai status, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih besar di

bidang keahlian khusus. Mutasi vertikal mencakup promosi.

%1 Hasil wawancara dengan Informan tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Februari 2017
%2 Hasil wawancara dengan Informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017
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Menurut Pfeffy dalam Sutrisno, vertical adalah pengembangan
ke arah atas pada posisi yang mempunyai tanggung jawab dan
wewenang yang lebih besar di bidang keahlian khusus.®® Pada
prakteknya, pengembangan karir pegawai di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah naik. Artinya, dari
golongan terendah sampai yang tertinggi, dari jabatan terendah sampai
yang tertinggi. Selain itu, pola promosinya adalah perpindahan jabatan
dari Kepala Seksi (Kasi) menjadi Kepala Bidang (Kabid) dan dari yang
tidak menjabat menajdi menjabat. Kendati demikian, promosi di
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur meliputi
kenalkan pangkat dan kenaikan jabatan. Hal ini sebagaimana yang

diungkapkan oleh Informan lima:

“Vertical itu ya promosi. Dari Kasi menjadi Kabid. Dari yang
tidak menjabat jadi menjabat. ....,”%*

Suatu promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab,
dan wewenang Vyang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki
sebelumnya. Menurut Wahyudi, sebuah promosi sebagai perubahan
posisi/jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih
tinggi, perubahan ini biasanya akan dilkuti dengan meningkatnya
tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang.’® Pengembangan

karier seperti promosi sangat diharapkan oleh setiap pegawai, karena

®* sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. Him. 163-164

%4 Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
%5 Bambang Wahyudi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Sulita. HIm. 173
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pegawai mendapatkan hak-hak yang lebih baik dari yang diperoleh
sebelumnya.

Pola, syarat, dan ketentuan promosi bagi pegawai di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah tertuang
dalam UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
pasal 72. °® Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang
sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Empat komponen vyang menjadi kunci dipromosikannya
pegawai, Vaitu: kualifikasi pendidikan, tes kompetensi, penilaian
prestasi kerja, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Selain itu, yang
menjadi  komponen penting lainnya adalah rekam jejak pegawail.
Rekam jejak dapat melihat riwayat perilaku calon pejabat. Riwayat ini
terkait perilaku negatif dan positif calon pejabat tersebut. Riwayat
terkait dengan jabatannnya. Riwayat terkait dengan masyarakat
sekitarnya. Sehingga dari pemilihan sebanyak tujuh orang akan
tersaring hingga menjadi satu orang yang akan menduduki suatu
jabatan tertentu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh infroman
empat:

“Untuk promosi lebih ketat, karena harus diisaring. Empat

komponen tadi itu harus disaring. ..., Kemudian

kemampuannya, kompetensinya, managerialnya itu tadi juga
dipertimbangkan. Baru rekam jejak tadi. Rekam jejak ini
melihat perilaku calon itu pernah memiliki riwayat yang
negative gak, riwayat terkait dengan jabatannya, riwayat

terkait perilakunya, terkait dengan masyarakat sekitarnya.
Sehingga dari pemilihan yang ketat tadi akan tersaring. Mulai

%6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
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tujun besar katakanlah menjadi lima besar menjadi tiga besar
dan menjadi satu itu prosesnya ya itu.”®’

Salah satu dari empat komponen dipromosikannya pegawai
adalah daftar urut kepangkatan (DUK). DUK memuat masa kerja dan
usia. Akan tetapi, ketentuan utama yang menjadi syarat pokok adalah
kompetensi pegawai. Masa kerja adalah lamanya pengalaman kerja
pegawai dalam suatu organisasi. Pegawai yang memiliki pengalaman
kerja paling lama di organisasi adalah pegawai senior. Pegawai senior
ini yang akan dipromosikan terlebin dahulu untuk kenaikan pangkat
dan jabatan. Selain itu, masa kerja adalah salah satu syarat kenaikan
pangkat. Kenaikan pangkat pegawai jabatan fungsional tertentu (JFT)
dan struktural adalah selama empat tahun sekali. Apabila pegawai
tersebut mengusulkan untuk kenaikan pangkat, maka atasan menilai
masa kerjanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan satu:

“...., karena saya memenuhi syarat untuk menaikkan golongan,

nanti saya bisa empat tahun mengusulkan untuk kenaikan

pangkat. Jadi bisa dipengaruhi oleh masa kerja, pendidikan, dan
kiner’jé%. Jadi kalau masa kerja sudah lama, kan naik terus ini.

2
ooy

Dasar diperlukannya promosi adalah karena jabatan pada suatu
saat tertentu pasti akan ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa
hal, misalnya karena pensiun, ke luar, sakit, meninggal dunia dan
sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadarisman, bahwa

jabatan yang kosong tersebut harus diisi. Salah satu cara untuk mengisi

®’ Hasil wawancara dengan infroman empat selaku Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian
pada tanggal 20 Maret 2017

%8 Hasil wawancara dengan Informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017
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kekosongan tersebut adalah dengan jalan promosi.®® Untuk dapat
dipromosikan, setiap pegawai perlu memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan. Syarat-syarat tersebut hendaknya menjamin pegawai akan
dipromosikan agar mempunyai kemampuan yang baik untuk
menduduki jabatan yang lebih tinggi. Syarat-syarat promosi dapat
digunakan untuk menetapkan siapa yang berhak untuk dipromosikan.
Syarat-syarat promosi belum tentu sama untuk jabatan yang berlainan.
Namun, Salah satu syarat promosi yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Agama RI adalah penilaian kinerja pegawai.

Tahapan promosi ada penilaian. Bahkan ada rekrutmen untuk
pengisian jabatan yang kosong. Rekrutmen ini hanya diperuntukkan
bagi jabatan di bawah Kepala Kantor Wilayah bukan jabatan yang
selevel. Karena pola perpindahannya adalah promosi bukan mutasi.
Contohnya, jabatan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur kosong, maka
Kementerian Agama pusat menginformasikannya kepada seluruh
pejabat di Indonesia. Kepala Bidang, Kepala Kantor Kementerian
Agama  Kabupaten/Kota  berhak  mendaftar. Adanya penilaian
dilaksanakan melalui tes administrasi, tes kompetensi, tes tulis, dan tes
wawancara.

Pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat juga disebut
promosi. Kenaikan pangkat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kenaikan

pangkat regular untuk jabatan fungsional umum (JFU) atau struktural

%9 Kadarisman, M. 2013. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Raja
Grafindo. Him. 130
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dan kenaikan pangkat pilihan untuk jabatan structural atau jabatan
fungsional tertentu (JFT). Kenaikan pangkat merupakan penghargaan
kepada pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, apabila pegawai ingin
naik pangkat, maka ia harus memenuhi syarat kenaikan pangkat.
Kenaikan pangkat untuk JFU dan structural adalah empat tahun sekali,
sedangkan untuk JFT adalah dua tahun sekali. Meskipun JFU dan
structural kenaikan pangkatnya setiap empat tahun sekali, pegawai
tersebut berhak mendapat kenaikan gaji berkala (KGB). Sedangkan
bagi JFT, kenaikan pangkatnya setiap dua tahun sekali dengan syarat
angka kreditnya tercukupi. Pegawai JFU berhak naik pangkat
sepanjang belum mencapai pangkat puncak. Sebagai contoh, pegawali
dengan ijazah S1 mempunyai pangkat pertama Illa, kemudian empat
tahun lagi berhak naik ke Illb sampai Illd. Pegawai tersebut tidak bisa
naik ke IVa karena puncak pangkatnya hanya sampai Illd. Pangkat
pegawai JFT tetap bisa nalk sampai pangkat terakhir, apabila ia
mampu mengumpulkan angka kreditnya. Meskipun ijazah terakhirnya
S1, pegawai JFT bisa naik pangkat sampai golongan dan pangkat
tertinggi karena angka kredit tersebut. Hal ini sebagaimana

diungkapkan oleh Informan lima:

“Kalau kenaikkan pangkat ada fungsional. Kalau fungsional
pakai angka kredit. Dan ada yang structural, regular istilahnya.
Itu empat tahun sekali naik sepanjang belum pangkat puncak.
Pangkat puncak misalnya S1 puncaknya Illd. Kalau punya
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jjazah S2 bisa ke IVa. Kalau fungsional ada angka kreditnya,
bisa empat tahun, tiga tahun atau dua tahun setengah.”’°

Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Matutina
dkk, bahwa kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan
atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
bersangkutan terhadap Negara. Bagi pegawai negeri sipil yang telah
memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan, maka ia berhak mendapat

kesempatan naik pangkat.”*

Syarat dari kenaikan pangkat adalah
kinerja. Kinerja yang dimaksud adalah penilaian prestasi kerja (PPK).
Selama kinerja pegawai tersebut baik, maka diberi kenaikan pangkat.
Prestasi kerja merupakan komponen yang paling penting dalam
pengembangan karir untuk meningkatkan dan mengembangkan Kkarir
seorang pegawai. Untuk mengetahui seberapa besar nilai prestasi kerja
pegawai, maka perlu dilakukan penilaian prestasi kerja (PPK).
Penilaian prestasi kerja (PPK) adalah bentuk dan istilah baru
dari daftar penilaian prestasi kerja (DP3). Hal ini sudah tertuang dalam
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011. Unsur dalam penilaian
prestasi kerja ada dua macam, yaitu perilaku kerja dan kinerja/hasil
pekerjaan/sasaran kerja pegawai. Unsur yang dinilai dalam perilaku
kerja meliputi integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kejujuran dan
loyalitas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan satu:

“Termasuk di Kanwi, ada dua penilaian kinerjanya....,
penilaian ini adalah DP3 yang sekarang ganti PPK. Untuk

7% Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian padatanggal 20 Maret 2017
"l Matutina, Domi C, Poltak Manurung, & Sudarsono. 1993. Manajemen Personalia. Jakarta: PT
Rineka Cipta.
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perilaku kerjanya hampir sama. Kalau dulu ada kerjasama,
kejujuran, loyalitas itu ada. Sekarang sudah pake PP 46 th 2011.
3972

ey

Setiap pegawai harus membuat dan mengumpulkan penilaian
prestasi kerjanya setiap akhir tahun. Penilaian tersebut dinilai langsung
oleh atasan yang berwenang. Apabila hasil penilaian tersebut
menunjukkan nilai baik selama dua tahun berturut-turut, maka pegawai
layak untuk naik pangkat. Karena pada dasarnya, saat ini PPK hanya
digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat.

Menurut Hasibuan, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui
prestasi yang dapat dicapai oleh setiap pegawai. Penilaian prestasi
penting bagi setiap pegawai dan perusahaan untuk menetapkan
tindakan  kebijakan  selanjutnya.  Tindak lanjut  penilaian  ini
memungkinkan pegawai dipromosikan, didemosikan, dikembangkan,
dan atau balas jasanya dinaikkan.”® Dengan adanya penilaian prestasi
pegawai, dapat diketahui kecakapan pegawai dalam menyelesaikan
uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Perpindahan ini harus
didasarkan atas indeks prestasi yang dapat dicapai oleh pegawali
tersebut.

Selain penilaian prestasi kerja, assessment juga merupakan
metode penilaian kompetensi pegawai. Assessment digunakan untuk

menyeleksi pegawai berpotensi unggul dalam rangka persiapan

2 Hasil wawancara dengan informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017

3 Hasibuan, Malayu S.P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Gunung Agung.
Him. 86
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promosi jabatan. Setiap pejabat di Instansi manapun harus mengikuti
dan lolos tes assessment. Assessment adalah tes kompetensi. Tes
kompetensi ini meliputi tes wawancara, tes tulis, dan tes psikologi.
Dari hasil tes tersebut, dapat diketahui kemampuan manajerial dan
teknis pegawai berada di bagian mana. Assessment wajib diikuti oleh
pegawai struktural atau pejabat. Akan tetapi, assessment juga berlaku
bagi pegawai JFT dan JFU.

Pejabat secara bergantian dan bertahap dipanggil untuk
mengikuti assessment tersebut oleh Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pegawai JFT dan JFU di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
tidak semua dipanggil untuk mengikuti assessment. Atasan di tiap
instansi  Kementerian Agama baik Kabupaten/Kota berhak menilai
prioritas pegawai mana yang akan dikutkan assessment. Apabila di
internal Kantor Wilayah sendiri, setiap Kepala Bidang mengusulkan
nama-nama pegawai yang memenuhi syarat untuk dipanggil mengikuti
assessment.  Assessment tersebut digunakan untuk  mengetahui
kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh informan empat:

(13

..., Kalau yang menjabat itu wajib. Sehingga kita panggil
secara bertahap, bergantian. Kalau untuk yang JFU atau JFT,
pegawai ngeh, pegawai itu karena gak mungkin bisa manggil
mereka semua. Jadi akhirnya Kita serahkan prosedurnya kepada
atasan langsung, kepalanya. Siapa-siapa yang diusulkan untuk
mengikuti assessment. Jadi berdasarkan prioritas. Sehingga dari
dasar itu kita akan panggil secara bertahap. Kalau di Kanwil
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ngeh ada usulan Nota Dinas dari Kepala Bidang. Kepala bidang
mengusulkan ke Kanwil untuk menentukan nama-nama pegawali
yang memenuhi syarat untuk  dipanggil  mengikuti
assessment. 7’4

Hal in senada dengan teori yang dikemukakan oleh
Kadarisman, bahwa dengan telah tersusunnya suatu standar
kompetensi jabatan, maka dapat dilakukan penilaian yang lebih
obyektif terhadap calon-calon pemegang jabatan. Adapun salah satu
metode yang dapat digunakan dalam penilaian kompetensi tersebut
adalah assessment.” Assessment - merupakan salah satu syarat
kenaikan jabatan dan sebagai bahan untuk promosi dan rotasi jabatan.
Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
harus mengikuti dan lolos assessment, apabila ia akan menduduki
suatu jabatan.

Dari hasil temuan di lapangan yang telah dijelaskan di atas
dapat diketahui, bahwa bentuk pengembangan Kkarir ke arah atas
(vertical) merupakan bentuk pengembangan karir pegawai yang paling
menunjang bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur. Hal ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh
Kadarisman bahwa dengan dipromosikannya pegawai, organisasi telah
memberikan kepercayaan dan pengakuan atas kemampuan (abality)

pegawai serta kecakapannya guna menduduki jabatan yang lebih

% Hasil wawancara dengan informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017

> M, Kadarisman. 2014. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-3.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
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tinggi.’® Pegawai akan termotivasi untuk bekerja dengan giat,
bersemangat, dan berdedikasi tinggi apabila system promosi yang ada
didasarkan pada asas keadilan dan prestasi kerja pegawai. Dengan

demikian, tujuan organisasi secara optimal dapat dicapai.
2. Pengembangan Karir Ke Arah Samping (Lateral)

Mutasi horizontal terdiri dari mutasi jabatan dan tempat. Hal ini
merupakan mutasi yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur. Mutasi jabatan disebut rotasi. Rotasi
merupakan bentuk masa penyegaran bagi pegawai negeri sipil
Kementerian Agama. Hal ini telah diatur dalam surat keputusan Sekjen
nomor 175A tahun 2007. Tujuan dari masa penyegaran adalah agar

pegawai tidak merasa jenuh.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga
memberlakukan mutasi tempat berupa perpindahan tugas. Perpindahan
tugas dialami oleh pegawai dari subbagian Ortala dan Kepegawaian ke
subbagian Umum. Hal ini selaras dengan teori dari Pfeffy yang dikutip
oleh Sutisno, bahwa lateral adalah pengembangan ke arah samping
suatu pekerjaan yang lain yang mungkin lebih cocok dengan
keterampilannya. Jalur ini memberi pengalaman yang lebih luas,

tantangan baru, serta memberi kepercayaan dan kepuasan lebih besar.’’

’® M. Kadarisman 2014. Manajemen Pengembangan. Him. 130

7 sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. Him. 163-164
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Dengan adanya pemindahan pegawai ke tempat kerja lain yang masih
sama tingkat jabatannya, dapat menambah tingkat pengetahuan,
pengalaman, maupun keahlian dalam perspektif yang berbeda.
Daripada itu, pemindahan pegawai di Kantor Wilayah Kementerian

Agama berdasarkan masa jabatan yang dimiliki setiap pegawai.

Masa jabatan bagi pegawai Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Menteri Agama
(PMA) nomor 29 tahun 2011. Sebagai contoh, di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ada seorang pegawai yang
menangani urusan KUA selama dua tahun. Kemudian diangkat
menjadi penghulu selama delapan tahun, setelah itu diangkat menjadi
Kepala KUA. Pada posisi itu masa penyegaran diperlukan. Oleh
karena itu, ia hanya dirotasi menjadi Kepala KUA Kecamatan b ke
Kecamatan c, dan seterusnya sampai dia pensiun. Berikut ini selaras
dengan yang dikemukakan oleh informan tiga:

“...., Misalkan di pegawai menangani urusan KUA dua tahun.

Kemudian diangkat di penghulu selama delapan tahun.

Kemudian diangkatlah jadi Kepala KUA. Nah Kepala KUA itu

gak sak lawase sampe pensiun. Kudu onok penyegaran.

Penyegaran itu bisa jadi dia, karena pendidikannya S1, dia gak

bisa naik ke jenjang berikutnya Eselon 1ll. Maka cuma

dilakukan penyegaran aja, rotasi aja. Pertama ada di kecamatan

a, rotasi Kepala KUA di kecamatan b, terus ke kecamatan c.”’®

Berdasarkan data temuan di lokasi penelitian, diperkuat oleh

teori yang dikemukakan oleh Kadarisman, bahwa bila rasa bosan untuk

78 Hasil wawancara dengan informan tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Februari 2017
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mengerjakan suatu pekerjaan telah memuncak, hal ini tidak hanya akan
menurunkan semangat dan kegairahan kerja, tetapi juga menimbulkan
keinginan untuk keluar dari pegawai. Dalam hal ini, mutasi adalah
salah satu jalan.”® Dengan cara ini, labour turnover dapat ditekan.
Mutasi pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap
sederajat mempunyai tujuan agar tugas pekerjaan tersebut dapat

dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
3. Pengembangan Karir ke arah Bawah (Realignment)

Pertumbuhan Kkarir tidak harus diartikan sebagai peningkatan
jabatan secara vertikal mengikuti tingkat karir, namun dapat pula
berupa perubahan jabatan secara horizontal dan diagonal di dalam
struktur organisasi. Selain itu, perubahan jabatan ke bawah juga
merupakan salah satu bentuk pengembangan karir pegawai. Di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, perubahan jabatan

ke bawah disebut dengan penurunan jabatan atau demosi.

Dalam  perundang-undangan  Keputusan Menteri  Agama,
penurunan jabatan dengan alasan dan faktor tertentu diperbolehkan.
Pegawai tidak melulu mengalami kenaikan jabatan, tetapi penurunan
jabatanpun bisa terjadi. Sebagai contoh, seorang pegawai berada di
Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur yang bertempat tinggal di

daerah Jombang. Pegawai tersebut mengusulkan perpindahan dengan

"9 M, Kadarisman. 2014. Manajemen Pengembangan. Him. 129
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beberapa factor dan alasan yang kuat. Akan tetapi, di Instansi barunya
tidak terdapat jabatan yang levelnya satu grade, level yang ada grade di
bawahnya. Oleh sebab itu, pegawai tersebut mengalami penurunan

jabatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh infroman tiga:

“Ada juga yang turun jabatan ada, kan gak ada informasinya,

misalnya saya mau pindah ke jombang karena rumah saya di

jombang. Disana satu grade itu gak ada, adanya grade di

bawahnya itu boleh. Akhirnya kan pindah saja, karena biaya kos

mahal dan sebagainya.”®°

Penurunan jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur terjadi karena factor dan alasan tertentu.
Penurunan jabatan ini merupakan salah satu pilihan arah karir yang
ingin dikembangkan oleh seorang pegawai. Selain itu, penurunan
jabatan tersebut merupakan kesempatan yang baik bagi pegawai itu
sendiri. Hal ini selaras dengan teori dari Pfeffy yang dikutip oleh
Sutrisno mengenai  pengembangan karir ke arah bawah yang disebut
realignment, yaitu pergerakan ke arah bawah yang mungkin dapat
merefleksikan suatu peralinan atau pertukaran prioritas pekerjaan bagi
karyawan untuk mengurangi resiko, tanggung jawab, dan stress,
menemptakan posisi karyawan tersebut ke arah yang lebih tepat yang
sekaligus sebagai kesempatan atau peluang yang baru. 8! Atas dasar itu,

perubahan jabatan ke bawah juga merupakan salah satu bentuk

pengembangan karir pegawai. Akan tetapi, bentuk pengembangan karir

80 Hasil wawancara dengan informan lima selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017
81 Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. Him. 164
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ke arah bawah ini jarang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur.

Sebab dan alasan mutasi tersebut atas permintaan pegawai
sendiri. Mutasi ini dilakukan atas keinginan sendiri dari pegawai yang
bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan organisasi.
Penurunan jabatan atas permintaan sendiri di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur hanya sebagian kecil. Hal
ini dikarenakan di tempat lain yang dituju tidak tersedia peringkat
jabatan yang sama dengan peringkat jabatan yang dimiliki sebelumnya
di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dengan
demikian, perpindahan jabatan pegawai dari unit satu ke unit yang lain
didasarkan pada kehendak pegawai tersebut adalah dalam rangka
memberikan kesempatan kepada pegawai yang bersangkutan dalam

meniti karirnya.

Pengembangan  karir ~ tergantung  masing-masing  individu
pegawai. Adakalanya pegawai melakukan suatu kesalahan. Apabila
pegawai yang bersangkutan melakukan indisipliner, jabatan yang
dimiliki bisa diturunkan. Penurunan jabatan ini sesuai denga tingkat
hukuman yang diberikan oleh instansi. Berikut ini disampaikan oleh

informan tiga:

“Pasti setiap individu ada pengembangan karirnya, pasti ke arah
yang lebih baik. Jadi seperti tadi indisipliner, kena kasus apa,
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bisa dia tetap atau diturunkan jabatannya. Penurunan ini sesuai
dengan tingkat hukumannya. %2

Menurut Wahyudi, suatu demosi dilakukan karena seorang
tenaga kerja telah melakukan pelanggaran disiplin organisasi Yyang
cukup berat.®® Hal ini tidak bisa dipungkiri apabila terjadi di Kantor
Wilayah Kementerian Agama, maka pegawai Yyang melakukan
kesalahan akan dikenai sanksi/hukuman. Akan tetapi, dari temuan yang
diperoleh peneliti, penurunan jabatan karena pelanggaran belum
pernah terjadi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur. Penurunan jabatan pegawai yang di Kantor Wilayah
Kementerian Agama karena factor kehendak dan kemaun dari pegawai

itu sendiri.
4. Pengembangan Karir secara Relokasi (Relocation)

Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat
mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi.
Setiap pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur, dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi daerah
dan antar-instansi daerah. Mutasi pegawai yang ditetapkan oleh Kantor
Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Timur  hanya

antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.

82 Hasil wawancara dengan informan lima tiga selaku Analis Jabatan pada tanggal 20 Februari
2017
8 Wahyudi, Bambang. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Sulita. HIm. 172
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Mutasi bisa antar satuan kerja, antar internal satuan Kkerja
maupun satuan kerja kabupaten. Mutasi di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur hanya mencakup satuan
kerja antar kabupaten dalam satu provinsi, karena apabila antar
Provinsi adalah wewenang Kementerian Agama pusat. Bentuk
pengembangan Karir secara relokasi (relocation) di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah horizontal. Mutasi
secara horizontal mencakup mutasi tempat. Mutasi tempat adalah
perubahan tempat kerja, tetapi tanpa perubahan jabatan/ posisi/

golongannya. Berikut ini disampaikan oleh informan satu:

“Kalo horizontal itu terjadi perpindahan pegawai dari tempat a

ke tempat yang lain. Jadi kalo misalkan horizontal ini, karena

memang dari sdm ini atau pegawai ini kemampuannya memang
2984

segitu.

Horizontal adalah perpindahan pegawai dari tempat satu ke
tempat yang lain. Contoh kongkrit yang terjadi di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah Kepala Biro 1AIN
Jember saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Kanwil Kementerian
Agama provinsi Jawa Timur. Sedangkan, Kakanwil tahun kemarin
dimutasi menjadi Kepala Biro UIN Malang. Pola perpindahannya

adalah mutasi horizontal. Nama jabatan pekerjaan pegawai Yyang

bersangkutan berbeda, tetapi level atau ranking jabatannya sama.

8 Hasil wawancara dengan informan satu selaku Analis Kepegawaian pada tanggal 20 Februari
2017
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Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh
Kadarisman, bahwa salah satu tujuan mutasi adalah mengurangi labour
turnover. Apabila rasa kebosanan terhadap tugas dan pekerjaan oleh
seorang pegawai mencapai tingkat maksimum, dampak negatifnya
dapat menimbulkan keinginan pegawai yang bersangkutan untuk ke

luar dari organisasi. ®°

Untuk menanggulangi  kondisi ini, mutasi
merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh. Penyebabnya adalah
rasa bosan atau tidak cocok pada suatu tempat baik kesehatan maupun

pergaulan yang kurang baik.

Pengisian jabatan yang lowong di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan membentuk panitia
seleksi. Panitia seleksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur bertanggung jawab langsung dengan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota. Jadi, perpindahan pegawai yang bersangkutan
hanya dari Kabupaten a ke Kabupaten b, dan seterusnya. Keputusan
perpindahan tersebut atas kehendak panitia seleksi. Akan tetapi, panitia
seleksi juga memperhatikan kebutuhan geografis di Instansi yang
dituju. Kebutuhan geografis di Instansi tersebut dapat diketahui dari
tempat tinggal para pejabat dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu,
perpindahan pegawai yang bersangkutan bisa juga karena factor tempat
tinggalnya dekat dengan Instansi yang dituju. Jadi, berbagai macam

pertimbangan yang dilakukan oleh pansel selain melalui data

8 Kadarisman, M. 2014. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Raja
Grafindo. Him. 103
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administrasi  sebelumnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh

informan empat:

“.., Biasanya itu kalau antar kabupaten, Kkita juga
memperhatikan kebutuhan di sana juga dan sepengetahuan juga
atas kompetensi dari pimpinan di sana. Walaupun keputusan
penuh ada di pansel organisasi, tapi pansel juga memperhatikan
geografis disana. Geografis disana itu bisa memperhatikan
tempat tinggal para pejabatnya. Bisa juga memperhatikan
kondisi social masyarakatnya atau atasannya disana bagaimana.
Misalnya di geografis ini yang dibutuhkan orang ini yang punya
kriteria Iini, maka bisa dari pejabat kabupaten ini
dipertimbangkan untuk mutasi di sini. Jadi berbagai macam
pertimbangan juga selain pertimbangan administrasi.”®

Menurut Pfeffy dalam Sutrisno, relocation adalah perpindahan
secara fisik ke unit organisasi lain atau ke tempat yang dapat
melengkapi  kesempatan  pertumbuhan dan  peningkatan  serta
kemampuan untuk tetap pada pekerjaan yang sama.!” Pemindahan
pegawai yang terjadi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur karena keinginan pegawai sendiri. Akan tetapi, organisasi
juga mempertimbangkan dua sebab. Sebab pertama adalah untuk
menjamin  kepercayaan pegawali bahwa mereka tidak akan
diberhentikan karena kekurangan kecakapan dalam jabatan yang lama.
Mereka vyang tidak cakap dalam suatu jabatan tidak selalu
diberhentikan, melainkan dipindahkan kepada jabatan yang sesuali
dengan kecakapannya. Sebab kedua adalah untuk meniadakan rasa

bosan pegawai. Pemindahan pegawai harus dilakukan untuk

8 Hasil wawancara dengan informan lima empat selaku Kepala Subbagian Ortala dan
Kepegawaian pada tanggal 20 Maret 2017

87 Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. Him. 163-164
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meniadakan rasa jemu pegawai baik karena pekerjaannya maupun

tempat dimana ia bekerja.

. Pengembangan Karir Melalui Pemberian Tugas (Enrichment)

Peningkatan melalui pemberian tugas secara khusus kepada
pegawai Yyang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur berupa pendidikan dan latihan, izin/tugas belajar,
dan pembinaan pegawai. Pertama, adalah pendidikan dan latihan bagi
pegawai negeri sipil. Pendidikan dan latihan adalah kegiatan
pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan latihan,
pegawai dapat mengembangkan kemampuannya baik dari segi
kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan yang lebih berkualitas dan
meningkat.

Pendidikan dan latihan (diklat) adalah salah satu upaya untuk
mengembangkan kemampuan pegawai masing-masing. Instansi yang
menyelenggarakan diklat bagi pegawai Kementerian Agama adalah
Balai Diklat Keagamaan di daerah ketintang, Surabaya. Batas minimal
waktu pendidikan dan latihan adalah lima hari. Diklat diberikan kepada
pegawai untuk  mengasah  kemampuan dan keterampilannya.
Peningkatan kemampuan ini tidak harus melalui bangku sekolah.
Sehingga, apabila terdapat pegawai dengan pendidikan terakhirnya
SMA atau D2 dan mempunyai kemampuan di bidang tertentu, maka

kemampuan pegawai Yyang bersangkutan bisa ditingkatkan melalui
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diklat. Selain mengasah kemampuan teknis pegawai, diklat juga
dijadikan syarat sebagai pengangkatan jabatan pegawai.

Prosesdur pelaksanaan pendidikan dan latihan adalah Kantor
Kementerian Agama di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur mengusulkan
nama-nama peserta yang dipandang mampu untuk diikutkan dalam
diklat tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Pegawai tersebut diusulkan ke Balai Diklat Keagamaan berdasarkan
kebutuhan dan peningkatan karir mereka. Kemudian, secara bertahap
pegawai yang diusulkan tersebut dipanggil oleh Balai Diklat. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh informan satu:

‘Jadi kita hanya mengusulkan untuk didiklat atas nama siapa.

Kalau Kanwil ya Kanwil kalau Kemenag ya Kemenag. Itu bisa

diusulkan  untuk  mengikuti  diklat tertentu. Jadi hanya

pengusulan. Pelaksanaannya yang mendiklat oleh Instansi lain.

Kita mengusulkan mereka berdasarkan kebutuhan dan

berdasarkan peningkatan karir mereka ngeh sudah harus Kkita

usulkan untuk  mengikuti diklat. Sehingga nanti  akan
dijadwalkan, dipanggil secara bertahap juga oleh Balai Diklat.”

Hal ini senada dengan teori yang diungkapkan oleh Matutina
dkk, bahwa pegawai negeri sipil yang ditugaskan mengikuti
pendidikan atau latihan jabatan merupakan tenaga-tenaga terpilih yang
dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk memangku suatu
jabatan®® Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Negeri Sipil
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa

diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka

® Domi C, Matutina, et.al. 1993. Manajemen Personalia. Jakarta: PT Rineka Cipta. HIm. 175
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meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan
latihan  diberikan kepada pegawai agar lebih terampil dalam
melaksanakan  tugas yang dipercayakan kepadanya. Hal ini

sebagaimana diungkapkan oleh informan empat:

“Diklat sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan jabatan.
Diklat di Kantor Wilayah Kementerian Agama terdiri dari dua,
yaitu diklat PIM dan diklat Kompetensi. Diklat PIM adalah
diklat yang diberikan kepada pejabat yang menduduki jabatan
baru dalam kurun waktu selama 30 hari. ...,

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga
menerapkan diklat kompetensi. Setiap pegawai harus pernah mengikuti
diklat, khususnya diklat kompetensi. Diklat kompetensi diperuntukkan
pegawai Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu (JFUAFT). Selama
kurang lebih 10 tahun kerja, seorang pegawai harus pernah mengikuti
diklat. Namun, belum semua pegawai di Kantor Wilayah Kementerian
Agama pernah megikuti diklat kompetensi. Hal ini dikarenakan masih
adanya keterbatasan biaya.

Setiap PNS memiliki hak yang sama untuk mendapatkan
kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan
yang berbasis kompetensi.”® Diklat kompetensi adalah kemampuan
individu seorang pegawai. Kompetensi mencakup tugas, keterampilan,
sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh setiap SDM organisasi

untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang

8 Hasil wawancara dengan Informan empat selaku Kepala Subbagian Kepegawaian pada tanggal
20 Maret 2017

% Faris lhsan. Jurnal. Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur
Sipil Negara. http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2014/09/PERAN-DIKLATDLM-
PENINGKATAN-KOMPETENSI.pdf. Diakses pada tanggal 02 Februari 2017.



http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2014/09/PERAN-DIKLATDLM-PENINGKATAN-KOMPETENSI.pdf
http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2014/09/PERAN-DIKLATDLM-PENINGKATAN-KOMPETENSI.pdf
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dibebankan oleh organisasi. Adanya diklat kompetensi diharapkan
pegawai mampu menggali potensi yang dimiliki.

Pendidikan dan pelatinan (diklat) bagi aparatur dapat jadikan
sebagai treatment bagi optimalisasi kinerja organisasi. Pendidikan dan
pelatihan bagi pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dijelaskan, bahwa diklat adalah
proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan
kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Kedua, adalah tugas/izin belajar bagi pegawai Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Setiap pegawai berhak
mengembangkan karirnya dengan menambah wawasan melalui bangku
perkuliahan. Agar pegawai bisa kuliah lagi, maka ia harus
mengusulkan izintugas belajar. lzintugas belajar juga sebagai salah
satu syarat agar bisa nalk pangkat. Tugas belajar ini merupakan
program peningkatan karir atau peningkatan kualitas pegawai.

Bagi pegawai dengan tingkat pendidikan terakhir SMA, ia
hanya memiliki pangkat sampai lllb saja. Agar pegawai tersebut bisa
naik pangkat, maka harus kuliah lagi S1. Kenaikan pangkatnya setelah
S1 hanya sampai Illb. Meskipun tidak bisa naik pangkat lagi, pegawali
yang bersangkutan masih diberi kenaikan gaji berkala. 1zin belajar

menggunakan biaya sendiri untuk Kkuliah, sedangkan tugas belajar
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menggunakan biaya pemerintah atau beasiswa kuliah. Hal ini
sebagaimana diungkapkan oleh infroman dua:

“..., Kalau SMA ada tingkatannya mentok sampe Illb. Gak bisa
naik ke Illc, tapi kalau dia kuliah lagi bisa naik sampe 1lid. Jadi
dia hanya berhak KGBnya naik yang dua tahun sekali itu, tapi
kenaikan pangkatnya gabisa naik mentok sampe IIId. ...., tapi
kalau dia SMA mau kuliah S1 ada ijin belajar. Kalau dia tugas
belajar itu ada ijinnya juga, ijin untuk mengikuti tugas belajar.
Bedanya ijin belajar dengan tugas belajar itu, kalau izin belajar
itu kuliahnya dengan biaya sendiri. Kalau tugas belajar, dia
dibiayai pemerintah.”®*

Penugasan seorang pegawai negeri sipil untuk mengikuti suatu
pendidikan adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat
diperlukan oleh Negara. Hal ini selaras dengan teori yang
dikemukakan oleh Matitina dkk, bahwa pada dasarnya, pegawai negeri
sipil yang ditugaskan untuk mengikuti suatu pendidikan sudah
diarahkan untuk menduduki suatu jabatan apabila ia lulus dari
pendidikan tersebut.’> Oleh sebab itu, pegawai negeri sipil yang telah
mengikuti pendidikan dan telah lulus dan mendapat ijazah atau gelar,
perlu disesuaikan dengan penghargaan pangkat berdsarkan ijazah atau
gelar yang dimilikinya.

Ketiga, adalah pembinaan pegawai. Pembinaan bukan sebagali
salah satu syarat kenaikan pangkat ataupun jabatan. Pembinaan hanya
sebagai salah satu cara organisasi memberikan pengetahuan dan

wawasan lebih kepada pegawai. Ketika ada aturan baru, program baru,

°1 Hasil wawancara dengan informan dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017
2 Domi C, Matutina, et.al. 1993. HIm. 204
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sistem baru atau teknologi baru, maka pihak Kementerian Agama perlu
menginfromasikannya kepada selurun pegawai. Kementerian Agama
pusat mengundang Kementerian Agama Provinsi, setelah itu dari
Provinsi diturunkan lagi ke daerah masing-masing baik kabupaten
maupun kota. Hal ini dilakukan agar hal-hal baru tersebut dapat
diketahui oleh pegawai lain. Selain itu, pembinaan juga merupakan
salah satu upaya pegawai dimutasi, khususnya rotasi. Sebagai contoh,
apabila ada pegawai yang dinilai kinerjanya jelek, maka ia akan
dirotasi, dipindah tugaskan sementara. Atau Kketika dinilai ternyata
kemampuannya bukan di situ, maka ia dirotasi ke dalam kantor. Hal ini
sebagaimana penjelasan yang diungkapkan oleh informan empat:
“Kalau pembmaan di Kanwil juga diadakan. ...., Cuma ya
sekedar teori tapi kadang juga praktek. Ada masalah-masalah,
ada yang baru dari pusat, ee... ada masalah-masalah yang baru
dari pusat, itu kita turunkan lagi ke bawah ke daerah-daerah.”®
Dalam Undang-Undang No0.43 tahun 1999 tentang pokok-
pokok  kepegawaian dinyatakan, bahwa pembinaan  pegawai
merupakan suatu usaha yang penting dalam organisasi, kerena dengan
pembinaan pegawai ini organisasi akan lebih maju dan berkembang.
Teori yang dikemukakan Mathis dikutip oleh Rezky, bahwa

pembinaan pegawai adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan

peningkatan ~ kecakapan  pegawai guna  pertumbuhan  yang

% Hasil wawancara dengan Informan dua selaku Pengembang Pegawai pada tanggal 20 Februari
2017
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berkesinambungan  didalam  organisasi.®*  Pembinaan  pegawai
dilaksanakan untuk pertumbuhan dan kesinambungan kualitas pegawai
dalam suatu organisasi. Dengan demikian, pembinaan pegawai pada
hakekatnya adalah  peningkatan  kemampuan pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan
fungsinyja  dalam  pelaksanaan  pembangunan  sesuai  dengan

kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

% Rezky Pratama Putra Mohede. Pembinaan Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan

Kulitas

Kerja (Suatu Studi di Kecamatan Siau Timur)

https://ejournal.unsrat.ac.id/indexphp/politico/article/view/2566. Diakses pada tanggal 23 April

2017.
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